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ABSTRAK

Tindak pidana penganiavasn merupakan suvatu perbuatan yang menycbabkan
perasann tidak enak, cacat |luka, hilangnya salah satu panca indra atau menyebabkan
hilangnya mata pencanan schingga fidak dapat melaksanakan aktifitas scharn-han babkan
dapat mengancam jiwa. Adapun permasalaban vang penulis bahas dalam penulisan
skripst ini adalah fakior-fakior apa saja yang menvebabkan tindak pidana penganiayann
di wilayah bukum Poeltabes Padang dan juga upaya-upaya apa saja vang dilakukan oleh
Poltabes Kota Padang dalam menanggulangi tindak pidana penganiavaan ink scria
kendala-kendala apa yanp dihadapi Poliabes Padang dalam penanggulangan terhadap
tindak pidana pengamaysan tersebul. JTems metoade penelitian vang digunakan adalab
penelitian hukum yuridis sosiologis. Adapun sumber data yang penulis pakai adalah dats
primer dengan melakukan observasi dan melakukan wawancara langsung dengan para
narasumber vang ada di Poltabes Kota Padang dan data sekander yang dilakukan dengan
penelitian kepustakaan yang mempelajari pendapat para sarjana dan buku-buku serts
kamus-kamus yvang berhubunpan dengan penulisan skripsi i, Berdasarkan  hasil
penelitian dapatlah penulis simpulkan babwa faktor-fakior yvang menvebabkan terjadinya
tindak pidana pengamiayaan dif wilayah hukum Poltabes Padang terbag atas [akior interen
yaitu faktor umur, faktor kepribadian{emosi), fakior pendidikan. Dan faktor ekstern yaitu
fakior wakm dan faktor ekonomi. Adapun upava-upayva vang dilakukan Poltabes Padang
dalam menanggalangt tndak pulons penpamiavamm i adalah denpan melakukan wpayva
yang bersifat preventif vaitu melakukan pencegaban sebelum terjadinya tindak pidana
penganiayvaan tersebut, jadi usaba ini berartl mencepah terjadinya pelanggaran hukum
dengan memelihara keselamatan orang tenmasuk memberi pertolongan dan perlindungan
terhadap masyarakal dan juga upava vang bersifol represif vano melakukan pencegahan
setelah terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut, upaya ini dilakukan dengan
twjuan agar kejahatan tersebut tidak terulang lagi atau paling tidak dapat memperkecil
angka kejahatan tersecbut, Dan adapun kendala-kendala vang ditemukan oleh pihak
Paltabes Padang dalam menaggulangt tindak pidana pengamayaan tersebut adalah
kurangnya kendaraan operasional. kurangnya personil kepolisian, saksi yang kurang biss
dimak kerjasama serta pelaku tindak pidana penganiayvaan yang melarikan diri.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

M dalam Pasal 103} Undeng-Undang Dasar 1945 amandemen ketiga dengan tepas
dischutkan bahwa Nepara Indonesia berdasarkan atas negara hukum (rechitstaar), Disini
sudah jelas menunjukan bahwa Negara Republik Indonesio adalah MNegara Hukum yang
demokratis  berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang  Dasar 1993 sena
menjunjung linggi hak asasi manusia dan juga menjamin setiap Megara Indonesia
bersamean kedudukannyva dalam hukum dalam melaksanakan segala aktivitasnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan vang  berlako, Namun dalam kenyataannya ide
rersehut belum terlaksana sebagaimana vang diharapkan, seperts vang dikatakan oleh M.T)
Fartaprawira

“Seiring dengan majunya perkembangan ilmuo pengetahuan dan teknologi serta

perkembangan penduduk yang sangatl pesat dewasa ini membawa pengaruh dan

dampak terhadap teradinya svatu pelanpgaran hukum. Hal ini terlihat dimana

berdasarkan fakta-fakta babwa masih seringnva terjadi pelangeoran hukum baik

pelanggaran hukum biasa ataupun pelanggaran hukum serius yang mana termasuk

ke dalam kategori kejahatan kemanusiaan karena mengancam nyaws seseomang

sungat mercsahkan masyarakat itu seendiri,”

hfengenai tindak pidana penganiayan juga semakin berkembang dewasa ini dalam
kehidupen masyarakat, dimana berdasarkan fakle yang ada selalu saja ada kasus-kasus
peganiavasn vang masuk ke kepolisian setiap harinva,”

Dari kasus-kasus vang ditangani oleh Poltabes Padang tersebut diketahui bahwa

tindak pidana penganiavasn merupakan kasus yang paling sering terjadi di wilayah hukum
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Poliabes Padang dimana dibandingkan dengan jumlah kasus-kasus lainnys, penganiayasn

memberikan angka vang tertinggi vaitu 57 kasus. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikul
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Tubel 1

Foasus Kejahatan Pada Desember 2047

lenis Kejahatan

Jumlah Kasus

Pem'kebakaran

Perkosann

Pemerasan
Pernbunulan
Penpaniayaan
Curas
Curanmar
Llang Palsu

Pengrusakan

0 Kasus
2 kasus
12 kasus
1 kasus
57 kasus

16 kasus

8 kasosg
0 koasus

L4 kasus

Fumlah

Sumber data : Poltabes Kota Padang 28 Juli 2008

109 kasus

Tindak pidans penganiavaan terscbut sangal merugikan, dimana setiap orang

memiliki hak untek schat dan  hak untuk hidup, dengan adanya tindak pideana m maka

hak-hak terscbut telah dilanggoar. Tindak penganiavaan ini memhahayakan fisik bahkan

nyawe manusia dan terhadap korban penganiavaan dapat tergangeu aktifitasnya dalam

bekerja, dapat menyebabkan ketidek berfungsian organ tubuh dengan semestinya bahkan

dapat mengancam jiwa,

Pada mulanya dalam rancangan yvang diajukan oleh Menteri Kehakiman Belanda ke

Parlement, terdapat 2 rumusan pengeriian penganiayaan. vakni;
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PENUTUP

A. kesimpulan
Berdasarkan uraian vang telah penulis buat dari bab-bab vang terdahulu sccara
sanjang lebar dari skripsi ini, maka dalam bab ini penulis akan memberikan beberapa
cesimpulan dan saran sehagat herikut :
. Menurut para ahli fakior-faktor yang menvehebkan seseorang melakukan tindak pidana
penganiavaen adalal sebagai berikut
a. Faktor Keturunan
b, Faktor Kepribadian
¢, Fuktor Lingkungan
d. Faktor Ekonami
. Faktor Intern, terbagi atas
13 Umue
23, Pendidikan
i). Apama
47, Seks
Faktor Eksternal, terbagi atas ;
|y Tempat Kejahatan
2y Keluargs
7). Waktu Keahatan
Sedangkan i wilayah hukum Poltabes Padang fakior-fakior yang menyeheblan

terjadinya tindak pidana penganiayasn adalzh sebagal berikul -
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